
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886}; 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn.or 3143); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentu­ 
kan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara 
Republik lndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822}; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak 
Anak di Kota MakassarTahun 2017-2019. 

c. bahwa dalam rangka pengembangkan Kota Layak Anak maka 
perlu dilakukan pemenuhan hak dan perlidungan anak 
berdasarkan 5 [lima] klaster dalam indicator penilaian KLA 
melalui pengintegrasian program dari pemerintah, masyarakat 
dan dunia usaha/industri untuk mewujudkan pembangunan 
dengan mengarusutamakan hak-hak Anak; 

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a diperlukan upaya yang sungguh­ 
sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk 
mewujudkan; 

a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan clan diskriminasi; 

Menimbang 
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14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 ten tang 
Kawasan Tamnpa Rokok 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesis Selatan Nomor 4 Tahun 
2013 ten tang Sistim perlindungan Anak 

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Panduan 
Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak; 

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan 
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang lndikator 
Kabupaten/Kota Layak Anak; 

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Kebijakan 
Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235) sebagaiman telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 
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RAD Kota Layak Anak dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Makassar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom . 

3. Walikota adalah Walikota Makassar. 
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. 
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi 

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai 

sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen 
clan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara 
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, programdan kegiatan untuk 
menjamin terpenuhinya hak anak. 

7. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang 
mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. 

8. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA 
adalah rencana program/kegiatan pengembangan kota layak anak. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 
KOTA LAYAK ANAK DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 - 2019. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 ten tang 
Kota Layak Anak . 

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah atas Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana 
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Nomor 4 Tahun 2017); 

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar; 

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor6Tahun 2013 tentang 
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 
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Pasal 7 

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi: 
a. persiapan; 
b. perencanaan; 
c. pelaksanaan; 
d. pemantauan; 
e. evaluasi; dan 
f. pelaporan. 

BAB IV 
TAHAPAN PENGEMBANGAN 

BABIII 
PRINSIP RAD-KLA 

Pasal 5 

RAD Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi: 
a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

keterbukaan informasi, dan supremasi hukum: 
b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, 

bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonorni, kondisi fisik maupun 
psikis anak, atau faktor lainnya; 

c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak 
sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; 

d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu 
menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak 
semaksimal mungkin; dan 

e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa 
setiap Anak yang merniliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, 
diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas 
terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. 

Pasal 6 
RAD Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi: 
a. hak sipil dan kebebasan; 
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 
e. perlindungan khusus. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 
Maksud disusunnya RAD Kota Layak Anak adalah untuk: 
a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi 
terwujudnya anak yang berkuaitas, berakhlak mulia dan sejahtera; 

b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, 
bersahabat ; 

c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya ; 
d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak ; 
e. mcngoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi 

anak; 
f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan 
g. dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Pasal 4 

RAD Kota Layak Anak merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Daerah. 



(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan dan kelurahan 
dalam pengembangan KLA. 

Pasal 11 

BAB VII 
PEMBINAAN 

Masyarakat dan pihak dunia usaha/industri dapat berkontribusi dalam pendanaan 
pelaksanaan pengembangan KLA. 

Pasal 10 

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar dan dapat diperoleh dari bantuan 
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 

Pasal 9 

BAB VI 
PENDANAAN 

(6) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) 
dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar. 

(5) Pernantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota 
Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD­ 
KLA. 

 (4) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan 

pengembangan KLA. 
b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil 

pelaksanaan pengembangan KLA. 
c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Walikota 

(3) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi 
sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara 
terencana, menyeluruh dan berkelanjutan . 

(2) Gugus Tugas Kota La yak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
lembaga koordinatif di tingkat Kota Makassar yang beranggotakan dari legislatif, 
eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya rnasyarakat, dunia usaha.dan forum anak 
yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA. 

BABV 
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 

Pasal 8 

(1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak 
Anak. 

(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi 
anak. 
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BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 91 

BASO AMIRUDDIN 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

Diundangkan di Maka ssar 
pada tanggal : 28 Desem bcr 2017 

Ditelapkan di Makassar 
pad a tanggal : 28 Desem ber 201 7 

ALIKOTA MAKASSA

 
MOH.RAMDHANPOMANTO 

Agar setiap orang mengetahuinya, merner intahkan pengundangan Pcraturan 
Walikola ini dengan penempaLannya dalam Serita Daerah Kola Makassar. 

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada Langgal diundangkan . 

Pasal 15 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

b. Walikota mcnyarnpaikan kepada Gubernur dcngan ternbusan kcpada Meriteri 
Negara Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak, dan Meru.eri Dalam 
Negeri. 

Pelaporan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf I, dilakukan oleh: 
a. ketua Gugus Tugas KLA Kola Makassar menyarnpaikan kcpada Walikota 

Makasar; da n 

Pasal 14  
(3) Evaluasi dapat dilakukan dengan bcrpedornan pada Pera turan Menleri Negara 

Pernberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi 
KLA. 

( 1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat ( 1) huruf c, dilakukan secara 
berkala untuk menganalisis dan menilai pclaksanaan pcngembangan KLA. 

(2) Evaluasi pcngembangan KLA di Daerah dilakukan olch Gugus Tugas KLA Kot.a 
Makassar. 

Pasal 13 

Pernantauan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh 
Gugus Tugas KLA Kola Makassar untuk rnerigetahui perkembangan dan harnbatan 
pelaksanaan pengembangan KLA sccara berkala. 

Pasal 12 

BAB VIII 
PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN 

(2) Pcmbinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) antara lain rneliputi koordinasi, 
Iasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. 
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